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BABI
rPENDAHULUAN l

r=

*A. LATAR BELAKANG

Pembaharuan di bidang hukum senantiasa di tumbuhkembangkan seiring 

dengan upaya perbaikan di bidang ekonomi, yang terutama pada saat ini mengalami 

keterpurukan akibat krisis yang melanda Asia sejak tahun 1987, yang berdampak 

besar pada negara yang mengalaminya terutama di bidang ekonomi. Dibandingkan 

dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan dan Thailand, Indonesia 

mengalami dampak yang jauh lebih buruk. Krisis yang melanda bangsa Indonesia 

tidak hanya berupa krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial, politik, budaya, moral dan 

hukum. Krisis ternyata juga berdampak pada meningkatnya kejahatan baik itu di 

masyarakat maupun di internal rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang terjadi 

di Indonesia saja, melainkan persoalan yang terjadi di Negara-negara lainnya. Di 

Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan meningkatnya jumlah kekerasan dalam 

rumah tangga. Peningkatan ini dapat dilihat dari:

Data Komnas Perempuan tahun 2005, sebanyak 20.391 kasus kekerasan 
terhadap perempuan ditangani 215 lembaga di 29 provinsi. Angka ini 
menunjukkan kenaikan 45 persen, jika dibandingkan 2004 yaitu 14.020 kasus. 
Dari 14020 Kasus kekerasan terhadap perempuan ini, sebanyak 4310 adalah 
kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), 2470 kasus yang terjadi dalam 
komunitas, 6634 kasus terjadi dalam rumah atau komunitas, 562 adalah kasus 
perdagangan manusia (trafficking) dan 302 kasus merupakan kasus yang 
pelakunya adalah aparat negara. Data Komnas Perempuan juga menyebutkan 
bahwa setidaknya 16 produk kebijakan di tingkat daerah dan nasional yang

1
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membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan. Selama 2005, 
Komnas Perempuan juga mencatat sebanyak 1.165 perempuan migran menjadi 
korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan 
menjadi korban perkosaan. Selain itu, Komnas Perempuan menemukan 
intimidasi terhadap perempuan yang memperjuangkan haknya. Misalnya, 
perempuan desa yang berorganisasi di NTT dan Sumatera Utara mendapatkan 
intimidasi dari aparat negara dan masyarakat, perempuan yang menyampaikan 
masukan pada pihak yang berwajib digugat melakukan penghinaan, dan istri 
yang menggugat mantan suami ke pengadilan dibunuh si mantan suami di 
pengadilan Sidoarjo, Jawa Timur1. Selain itu, adapula tradisi sifon yang 
dibenarkan oleh adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kabupaten 
Timor Tengah Selatan, yaitu setiap laki-laki yang baru disunat dibolehkan 
mencari ”pendingin” pada perempuan manapun. Mengenai hal ini banyak yang 
melapor, namun hanya sampai di tingkat kepolisian, tidak dilanjutkan ke 
Pengadilan.2

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan 

upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan

rangkaian peristiwa Internasional berikut:

Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran) : menegaskan bahwa 
hak-hak politik perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.

1952

1974 Kebijakan Kependudukkan (Bukares) : menetapkan peran sentral 
perempuan dalam kebijakan kependudukan.

Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema 
“Kesetaraan,Pembangunan, dan Perdamaian” (Konferensi Dunia I tentang 
perempuan, Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan 
Internasional”.

1975

1979 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan 
(Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 
Womeri) atau C EDA W.

http://w\v\v.hukum online.com, Nol Besar Implementasi Ratifikasi CEDAWdi Indonesia, diakses 
tanggal 16 November 2006.
“ Harian Kompas, Partisipasi Perempuan dari Presfektif Daerah-Angka Kekerasan Terhadap 
Perempuan Tinggi (oleh : Ninuk Mardiana Pambudy), 19 Juni 2006.

http://w/v/v.hukum
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Program aksi dunia bagian kedua (1981-1985) dasawarsa perempuan PBB 
(1976-1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub 
tema ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan 
(Konferensi perempuan sedunia II, Kopenhagen)

Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 
2000 (konferensi perempuan sedunia III, Naraobi) : terdiri dari 372 pasal 
yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan 
mendesak pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera 
meratifikasinya.

Deklarasi Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina) : menyetujui 
program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin 
persamaan hak perempuan, serta menekankan pentingnya upaya 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan.3

1980

1985

1993

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga banyak

mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya

perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam

berbagai produk hukum sebagai berikut:

Undang- Undang Nomor 7 tahun 1984 ( Ratifikasi Konvensi PBB tentang

CEDAW).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU no. 22 Tahun 1999).

3 Wijaksana MB dan Amiruddin Jaorana, Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan 
Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah. Publikasi Komnas Perempuan. Jakarta, 2005. hlm. 15.
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- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 (Ratifikasi konvensi PBB tentang 

Hak Anak).4

Konsep keluarga di Indonesia didasarkan pada pemahaman nilai-nilai sosio 

kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada 

awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu 

untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun didalamnya sering terjadi tindakan 

kekerasan yang terutama dilakukan oleh kaum pria atau suami.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum wanita yang berada dalam 

posisi yang lemah dan rawan menjadi korban kekerasan, pemerintah mencoba ikut 

memasuki wilayah keluarga setiap warga negaranya, mengingat sering dijumpainya 

korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini biasanya berwujud

penganiayaan seorang istri oleh sang suami, penganiayaan majikan kepada

pembantunya, atau bahkan penelantaran anak kandung oleh orang tuanya sendiri.

Selama ini, setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya

dilakukan melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkannya ketentuan 

pasal-pasal yang melarang melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam

Pasal 351 KUHP.5

4 Ibid, hlm. 35-36.
Pasal 351 KUHP berbunyi : “Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 

dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ayat (2) Jika perbuatan 
mengakibatkan luka-luka berat yang yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun; Ayat (3) 
Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4) Dengan
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Dalam kenyataanya kasus kekerasan rumah tangga banyak terjadi dan 

kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yang harus 

mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas 

dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang 

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.6 Mengingat hal tersebut Pemerintah 

Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai upaya meniadakan 

kekerasan dalam rumah tangga , berinisiatif membentuk suatu Undang-Undang 

khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diberlakukan secara sah tanggal

22 September 2004.

Secara umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap bentuk

kekerasan dalam rumah tangga seperti:

1) Kekerasan Fisik;

2) Kekerasan Psikis;

3) Kekerasan Seksual; atau

4) Penelantaran Rumah Tangga.7

Adapun Ruang Lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat 

(1), yaitu:

penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan Ayal (5) Percobaan untuk melakukan 
kejahatan ini tidak dipidana.”

Konsideran huruf b dan huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Pasal 5, UU No. 23 1 ahun 2004 lentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.
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1) suami, istri dan anak;
2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan , 
pengasuhan dan perwalian , yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi 

segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang 

dalam posisi lemah seperti misalnya: istri, anak ,dan pembantu rumah tangga dari 

upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana yang spesifik 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana

kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir 

bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada 

akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati 

sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.
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Dari hal-hal yang menelatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, maka

penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “STUDI PERBANDINGAN 

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahn yang akan

dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

2) Bagaimana Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga ?

3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan dari Pengaturan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
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C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok masalah yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang:

L Untuk mengetahui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang mengatur dan melindungi korban kekerasan dalam rumah

tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 TentangUntuk mengetahui

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur dan melindungi

2.

korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menganalisis Persamaan dan Perbedaan dari Pengaturan Kekerasan3.

Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui Persamaan dan Perbedaan dari Pengaturan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka akan 

memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya tentang objek yang dikaji tersebut.
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2. Manfaat Praktis

Merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah internal 

rumah tangga dan untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam 

upaya penegakan hukum yang efektif guna meniadakan segala bentuk kekerasan

dalam rumah tangga.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencaharian data

sekunder, maka tipe penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Dipergunakan 

pendekatan yuridis normatif dimaksud karena dalam penelitian ini, peneliti 

menjadikan perangkat peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan 

dengan masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, disamping sebagai 

patokan/pedoman dalam mencari data, yang berpegang pada segi yuridis dari gejala- 

gejala dan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dengan pendekatan ini lebih 

banyak digunakan data sekunder yang berupa ketentuan-ketentuan, teori-teori dan 

pendapat para sarjana/ahli.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif komparatif, dalam hal ini 

penelitian dilakukan terhadap gambaran-gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang
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terjadi pada objek penelitian yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku, teori-teori dan penerapannya dalam praktek. m

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder 

yang ditelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier .Secara umum bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana 

peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan

dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga,dan lain-lain peraturan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

yaitu : berupa buku-buku karya kalangan hukum, karya tulis ilmiah, artikel, 

hasil seminar, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier berupa buku-buku yang memberi pengertian terhadap 

bahan-bahan hukum yang lain, seperti kamus bahasa Indonesia,kamus hukum, 

kamus bahasa Belanda, dan kamus bahasa Inggris.
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4.Analisa Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian

tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan

seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang 

dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian, dan asas-asas berbagai peraturan 

hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat didalam 

bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk 

memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam 

penelitian ini.
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